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ABSTRAK 

Pada era setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat 

begitu banyak undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah 

Konstitusi. Kondisi tersebut tentu menyebabkan kerugian baik itu dalam bidang 

waktu ataupun anggaran. Selain itu, banyaknya undang-undang yang dinyatakan 

inkonstitusional menunjukkan bahwa kualitas daripada produk hukum Indonesia 

dinilai masih kurang. Hal seperti itu dapat berimbas kepada menurunnya 

kepercayaan masyasarakat terhadap pemerintah. Judicial review Indonesia 

merupakan sistem pengujian undang-undang yang telah disahkan. Dalam model 

pengujian undang-undang, terdapat mekanisme pengujian undang-undang lain 

seperti judicial preview sebagaimana yang diterapkan di Perancis. Judicial 

Preview merupakan proses pengujian rancangan undang-undang oleh Dewan 

Kosntitusi. 

Pembahasan terfokus pada judicial review Indonesia dan judicial preview 

Perancis serta penerapannya di Indonesia. Pembahasan tersebut dikaji dengan 

penelitian hukum normatif meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan 

undang-undang. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 

Tahun 2011 jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. Data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan 

penelitian, artikel-artikel dan karya ilmiah sebagai alat yang dapat membantu 

penyusunan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan 

menggambarkan peraturan-peraturan serta prinsip negara yang berkaitan dengan 

permasalahan pengujian undang-undang. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selain berbeda pada objek dan subjek 

pengujian, Indonesia dan Perancis mempunyai perbedaan dalam prinsip 

pemerintahan yaitu supremasi parlemen oleh Perancis dan supremasi konstitusi 

oleh Indoesia. Keduanya mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda sehingga 

berbeda pula penerapan hukumnya. Sedangkan dilihat dari segi maṣ laḥ ah 

mursalah berdasarkan analisis kedua sistem pengujian, dapat dikatakan judicial 

preview Perancis lebih memberikan kemaslahatan daripada judicial review 

Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, perbedaan kondisi dan situasi Indoensia 

dan Perancis menjadikan Indonesia tidak tepat apabila memberlakukan judicial 

preview sebagaimana yang diterapkan di Perancis dengan tujuan kemaslahatan. 

Secara maṣ laḥ ah mursalah pengujian konstitusional baik di Indonesia maupun 

di Perancis keduanya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan kemaslahatan. 

Kata Kunci : Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, 

Judicial Review, Judicial Preview, Constitutional Review, Maṣ laḥ ah Mursalah  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Keterangan  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan أ 

  Bā'  B  Be ة 

  Tā'  T  Te ت 

  Śā'  Ś  es titik di atas ث 

  Jim  J  Je ج 

  'Hā ح 

H  

∙  
ha titik di bawah  

  Khā'  Kh  ka dan ha خ 
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  Dal  D  De د 

  Źal  Ź  zet titik di atas ذ 

  Rā'  R  Er ر 

  Zai  Z  Zet ز 

  Sīn  S  Es س 

  Syīn  Sy  es dan ye ش 

  Şād  Ş  es titik di bawah ص 

  Dād ض 

D  

∙  de titik di  bawah  

  Tā'  Ţ  te titik di bawah ط 

  'Zā ظ 

Z  

∙  zet titik di bawah  

  Ayn  …„…  koma terbalik (di atas)' ع 

  Gayn  G  Ge غ 

  Fā'  F  Ef ف 



 

x 

 

  Qāf  Q  Qi ق 

  Kāf  K  Ka ك 

  Lām  L  El ل 

  Mīm  M  Em و 

 ٌ Nūn  N  En  

  Waw  W  We و 

 ِ Hā'  H  Ha  

  Hamzah  …‟…  Apostrof ء 

  Yā  Y  Ye ي 

 

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:  

 ditulis  Nazzala نسّل

 ditulis  Bihinna بهنّ
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C. Ta‟ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

  

  ditulis  Hikmah حكمة 

  ditulis  „illah علة 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain).  

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

  ditulis  Zakâh al-fiţri زكاةالفطر 

  

D. Vokal Pendek 

__  َ__ (fathah) ditulis a contoh   َضَرة          ditulis   daraba  

____(kasrah) ditulis i contoh     َفهِى   ditulis   fahima  

__  َ__(dammah) ditulis u contoh  ِكُتت               ditulis   kutiba 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

  ditulis                      jāhiliyyah     جبههية 

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

  ditulis                        yas'ā      يسعي 

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  

  ditulis   majīd يجيد
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4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 .ditulis                          furūd F       فروض 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

  ditulis                          bainakum       ثيُكى

2. fathah + wau mati, ditulis au  

  ditulis   qaul    قىل

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof.  

 ditulis                          a'antum     ااَتى

 ditulis                          u'iddat    اعدت

  ditulis                          la'in syakartum     نئٍ شكرتى

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  

 ditulis                          al-Qur'ān                              انقراٌ

  ditulis                          al-Qiyās                              انقيبس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya  

 ditulis                          asy-syams                             انشًس

  'ditulis                          as-samā                              انسًبء
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I. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya  

  ditulis                          zawi al-furūd                 ذوي انفروض

هم انسُةا                          ditulis                          ahl as-sunnah  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konstitusi merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara dalam 

memberikan perlindungan hak asasi manusa dan melaksanakan pemerintahan 

berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum yang 

diarahkan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.
1
 

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki salah satu fungsi yakni sebagai 

pengaturan dalam melindungi hak asasi manusia yang kemudian menjadi hak 

konstitusional warga negara.
2
 Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia memiliki tiga fungsi yaitu, sebagai pengawal demokrasi (the guardian 

of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of 

the citizen‟s constitutional rights), serta sebagai pelindung hak asasi manusia (the 

protector of human rights). Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa salah satu unsur 

mutlak yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah pemenuhan akan hak-

hak dasar manusia (basic rights).
3
 

Sejarah „institusi‟ yang berperan melakukan kegiatan “constitutional review” 

di dunia mengalami perkembangan yang signifikan melalui beberapa proses dan 

tahap pengalaman yang berbeda pada masing-masing negara. Ada negara yang 

                                                 
1
 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 

142. 

 
2
 Ni‟Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm.216. 

 
3
 Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), hlm. 343. 
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melakukan constitutional review tersebut dalam satu lembaga negara yang 

mempunyai tugas dan wewenang khusus bernama Mahkamah Konstitusi. 

Indonesia adalah salah satu negara dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang 

kewenangannya tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4
 Ada juga 

yang menggabungkan fungsi pengujian tersebut kepada lembaga negara yang 

sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada juga negara yang melimpahkan 

pengujian konstitusi kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga lain 

yang sudah ada seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada. Dan bahkan ada 

juga negara yang tidak menerapkan sistem pengujian konstitusi semacam itu sama 

sekali.
5
 

Terdapat sepuluh model pengujian konstitusi di dunia, namun diantara sepuluh 

model tersebut, ada tiga model yang dapat disebut paling penting, yaitu Model 

Amerika Serikat (Supreme Court), Model Austria (Bunderverfassungsgeric), dan 

Model Prancis (Conseil Constitutionnel). Berlandaskan pada pengujian konstitusi 

dengan Model Austria, berkembang beberapa varian penting pengujian konstitusi, 

salah satunya adalah apa yang dikembangkan di Jerman dengan „Bundes 

Verfassungsgerichtshof‟ yang mempunyai kedudukan termasuk kategori sangat 

kuat.
6
 

                                                 
4
 Pasal 10 ayat (1). 

 
5
 Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. ke-1 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1. 

 
6
 Ibid., hlm. 93. 
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Pengujian Konstitusional dalam arti judicial review on the contitutionality of 

law atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang di Indonesia 

baru diadopsikan mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraan dengan 

diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tercantum  dalam UUD 

RI Tahun 1945, ketentuan umumnya dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (2), 

(3), (4), (5).
7
 Dan tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) 

yang merupakan hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.
8
 

Pengujian terhadap suatu perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman  

atau dalam kalangan akademisi atau praktisi hukum disebut dengan judicial 

review mempunyai fungsi sebagai pembatasan kekuasaan pemangku jabatan 

supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dalam suatu sistem ketata 

negaraan yang demokratis. Sehingga dengan judicial review diharapkan nilai-nilai 

demokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dinamisme perkembangan 

zaman, namun tidak meninggalkan ataupun menyimpang terhadap sisi 

fundamental nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sebagai  peraturan 

tertingginya sesuai dengan hirearki perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945.  

Sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang 

kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ratusan undang-

undang yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Rekapitulasi perkara 

pengujian undang-undang sejak tahun 2003-2021 terdapat 270 permohonan uji 

                                                 
7
 Pasal 7B ayat (1,2,3,4,5). 

 
8
 Pasal 24C ayat (1,2,3,4,5,6). 
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yang diterima oleh MK, 506 ditolak, dan 462 tidak diterima.
9
 Kondisi seperti ini 

tentunya membutuhkan evaluasi terhadap sistem yang berlaku supaya produk 

undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sia-sia. 

Untuk itu perlu melihat bagaimana negara-negara di dunia menerapkan sistem 

kekuasaan kehakiman supaya berjalan optimal dan efektif. 

Indonesia sebagai negara civil law yang menganut sistem judicial review 

sering bermasalah dengan sistem yang dianutnya. Terdapat tiga model pokok 

pengujian undang-undang di dunia, yakni Model Amerika Serikat (Supreme 

Court), Model Austria (Bunderverfassungsgeric), dan Model Prancis (Conseil 

Constitutionnel). Penulis tertarik untuk membahas pengujian model Perancis 

sebab Perancis mempunyai sistem yang paling berbeda yakni pengujian dilakukan 

pada rancangan undang-undang. Sehingga langkah tersebut dikategorikan sebagai 

upaya penyaringan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum negara. 

Setelah dibahas terkait pengujian konstitusional di Indonesia dan Perancis, penulis 

akan menganalisis perihal penerapan judicial preview di Indonesia sebagaimana 

diterapkan oleh Perancis. 

  

                                                 
9
 https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4 diakses pada hari jumat 

30 Juli 2021 jam. 14.35 WIB. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan negara hukum terhadap judicial review di 

Indonesia dan judicial preview di Perancis? 

2. Bagaimana pandangan maṣ laḥ ah mursalah terhadap judicial review di 

Indonesia dan judicial preview di Perancis? 

3. Bagaimana penerapan sistem judicial Preview di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem judicial review yang 

berlaku di Indonesia dalam tinjauan maṣ laḥ ah mursalah. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem judicial preview yang 

berlaku di Prancis dalam tinjauan maṣ laḥ ah mursalahmursalah. 

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemungkinan judicial preview 

diterapkan di Indonesia berdasarkan kepada kemaslahatan. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan 

menjadi dua aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu tata 

negara, terlebih mengenai kajian dan pengembangan terhadap koreksi 
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pengujian konstitusi di Indonesia dengan memperhatikan kemaslahatan 

sistem dan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Secara praktis, memberikan masukan kepada peminat hukum tata 

negara serta praktisi ketatanegaraan terkait dengan gambaran sistem 

pengujian konstitusi serta dapat dijadikan pertimbangan terhadap 

kebijakan terkait dengan pengujian konstitusi sebelumnya.   

c. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar 

Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Alek 

Kurci Kurniawan dengan judul “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi 

Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”. Penelitian tersebut 

membahas tentang banyaknya permohonan uji materiil terhadap produk undang-

undang yang telah disepakati dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

juga Presiden. Hal tersebut menandakan bahwa pembuatan undang-undang belum 

sesuai dengan harapan masyarakat. semenjak berdirinya Mahkamah Konstitusi, 

banyak permohonan uji materiil undang-undang yang berujung pada pembatalan 

undang-undang tersebut. Salah satu kelemahan yaitu tidak cermat dalam 

penyusunan draf rancangan undang-undang. Dalam penelitian tersebut peneliti 

ingin mengkaji dan mengembangkan mekanisme check list pada draft rancangan 

undang-undang.
10

 Penelitian tersebut adalah membahas pengujian undang-undang 

                                                 
10

 Kurniawan, “Judicial Review Sebagai Mekanisme Verifikasi Suatu Rancangan 

Undang-Undang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas (2014). 
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didasarkan pada judicial preview secara umum pada rancangan undang-undang, 

berbeda dengan penelitian penulis yang menegaskan judicial preview 

sebagaimana yang diterapkan di Negara Perancis. 

Karya kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Cahyo Dwi 

Nugrahanto dengan judul “Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial 

Review) Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang hak uji materiil (judicial 

review) terhadap peraturan menteri dilihat dari sudut pandang dua variabel yaitu 

kedudukan peraturan menteri dalam sistem legislasi nasional dan kewenangan 

atau hak uji materiil (judicial review) terhadap peraturan meneteri. Yang 

kemudian dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri diakui eksistensinya dalam 

legislasi nasional. Lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian 

perundang-undangan baik undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun 

menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah 

Mahkamah Konstitusi.
11

 Penelitian tersebut membahas pengujian (judicial review) 

terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan penelitan 

penulis yang membahas tentang judicial review dan judicial preview terhadap 

objek pengujian yang lebih luas. 

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Bolmer 

Suryadi Hutasoit dengan judul “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian tersebut membahas 

                                                 
11

 Nugrahanto, “Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) 

Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret (2011). 
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tentang Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan judicial review (pengujian 

undang-undang) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun di 

Indonesia Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) memiliki kedudukan yang sama menurut hirearki perundang-

undangan sehingga menjadi perdebatan. Berdasarkan uraian tersebut, 

permasalahan yang akan diteliti yaitu eksistensi pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Pemerintah terkait dengan 

kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam constitutional review, tujuan sebenarnya 

(original intent) pembentukan/pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 

tertera pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dapat disimpulkan bahwa 

kesamaan kedudukan antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang dijelaskan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang 

Perppu No.4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU. No. 30 Tahun 2012 

Tentang KPK dalam putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 yang berisikan 

kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

adalah sama serta akibat hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) yang sama layaknya Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa DP meningkatkan pengawasan atas penetapan Perppu 

oleh Presiden yang nantinya akan mendapat persetujuan dan diundangkan menjadi 

Undang-Undang.
12

 Dalam penelitian tersebut pokok pembahasan dikhususkan 

                                                 
12

 Bolmer, “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 

(2013). 
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kepada pengujian terhadap Perppu, sedangkan penulis dalam penelitian ini 

membahas secara umum objek pengujian tidak hanya Perppu saja. 

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Andi 

Adiyat Mirdin dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. 

Penelitian tersebut membahas dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

pengujian Perppu terhadap Undang-Undang Dasar, maupun urgensi daripada 

pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan proses penelitian, 

hasil penelitian tersebut yaitu: dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

menguji suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

terhadap Undang-Undang (UU) adalah sebagaimana yang tercantum dalam 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. 

Putusan a quo sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam 

menguji suatu Perppu.
13

 Dalam penelitian yang ditulis oleh Andi tersebut 

pembahasan dikhususkan pada pengujian terhadap Perppu, sedangkan dalam 

penelitian ini penulis akan membahas pengujian secara lebih umum terhadap 

seluruh objek pengujian. 

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas 

dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut terletak pada metode pendekatan dan 

                                                 
13

 Andi, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar (2014). 
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objek kajian. Secara umum tema dari penelitian di atas dengan penelitian ini sama 

yaitu pengujian perundang-undangan atau pengujian konstitusional. Akan tetapi 

penulis lebih menekankan analisis terhadap perbandingan judicial review 

Indonesia dan judicial preview Perancis berdasarkan teori Fiqh Siyasah perspektif 

maṣ laḥ ah mursalah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Negara Hukum  

Istilah negara hukum merupakan terjemahan daripada istilah ”rechsstaat”. 

Selain itu istilah “the rule of law” juga sering digunakan dalam bahasa 

Indonesia sebagai gambaran dari negara hukum. Konsep negara hukum 

(rechsstaat) merupakan paham yang mengandung asas legalitas, asas 

pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang 

merdeka. Keseluruhan dari muatan negara hukum tersebut digunakan untuk 

menghindari kemungkinan adanya tindakan yang sewenang-wenang, tirani, 

dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, 

termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.
14

 

Secara umum terdapat dua konsep besar persepsi tentang negara hukum. 

konsep tersebut terdapat dalam pemikiran Eropa Kontinental yaitu paham 

rechsstaat dan Anglo Amerika. Anglo Amerika merupakan tradisi konsep 

negara hukum yang dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan the rule of law 

                                                 
14

 Pasal 1 ayat (3). 
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yang bertumpu pada sistem anglo saxon dan sistem common law. Penelitian 

ini akan menggunakan teori negara hukum yang dipelopori oleh A.V Dicey 

yang berpendapat bahwa terdapat tiga lemen penting yang harus ada dalam 

konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The rule of law”, 

yaitu: 

a) Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of law): tidak adanya 

kesewenang-wenangan kekuasaan (absence of arbitrary power), 

artinya bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar 

hukum. 

b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (Equality before the law). 

c) Terjaminnya hak asasi manusia oleh hukum (Due process of law), 

terdapat juga negara yang menjamin hak asasi manusia dengan 

undang-undang dasar. 
15

  

Terdapat dua hal pokok yang senantiasa menjadi inspirasi daripada 

perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yaitu masalah pembatasan 

kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat ini, dapat 

dikatakan terdapat 12 (dua belas) prinsip-prinsip negara hukum, yaitu 

Supremasi Konstitusi (supremacy of law), Persamaan dihadapan Hukum 

(equality before the law), Asas Legalitas (due process of law), Pembatasan 

Kekuasaan (limitation of power), Organ Pemerintahan yang Independen; 

Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (independent and impartial 

                                                 
15

 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.5 
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judiciary), Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court), Peradilan Tata 

Negara (constitutional court), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat 

Demokratis (democratische-rechtstaat), Berfungsi sebagai sarana 

mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat), serta Transparansi dan 

Kontrol Sosial.
16

 

2. Maṣ laḥ ah Mursalah 

Dalam hukum islam terdapat metode penemuan hukum yang secara garis 

besar ada dua metode hukum islam yang masyhur digunakan dalam mengkaji 

maupun membahas seputar hukum islam, yakni metode istinbath dan ijtihad. 

Metode istimbath merupakan cara menetapkan hukum dengan mengeluarkan 

hukum Islam dari dalil nash baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari 

Sunnah, yang lafal (perkataannya) sudah jelas/pasti. Metode istimbath ini 

memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum Islam 

bersumber dari dalil. Sedangkan metode ijtihad adalah cara mengkaji hukum 

Islam dari nash (teks), baik dari ayat Al-Quran maupun Sunnah yang 

memerlukan pembahasan dan perenungan yang mendalam, dari lafal 

(perkataannya) yang belum pasti. Dikarenakan sifatnya yang belum pasti, 

sangat dimungkinkan terjadi pemahaman yang berbeda-beda dikalangan para 

ulama Islam. Metode ijtihad ini meliputi ijma‟, qiyas, al-maslahah, ihtishhab, 

dan al‟urfu. 

                                                 
16

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162. 
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Maṣ laḥ ah mursalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata 

maslahah dan mursalah. Secara etimologis kata maslahah berasal dari fi‟l 

(kata kerja) yaitu صلح (saluha). Kata maslahah juga merupakan bentuk dari 

ism (kata benda) tunggal dari kata masalih (jama‟). Kata maslahah ini telah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. 

Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: manfa‟ah (يُفعة), faedah, 

bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Imam Al-Ghazali mengemukakan 

bahwa menurut asalnya, al-maslahah itu berarti kemanfaatan (keuntungan) 

dan menolak kerusakan, karena mencapai kemanfaatan dan menolak 

kerusakan merupakan tujuan atau maksud daripada makhluk sedangkan 

kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka.  

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini yang memungkinkan untuk 

digunakan adalah al-maslahah menurut pemikiran Imam Ghozali, yakni 

pertimbangan antara manfaat dan madhorot terkait kepentingan masyarakat 

dan negara. Dengan konsep al-maslahah penentuan hukum dilakukan atas 

dasar kemaslahatan yang tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya 

di dalam teks (contoh: Al-Quran dan As-Sunnah).  

Berikut beberapa kaidah yang umum digunakan dalam pengambilan 

keputusan menggunakan maslahah: 
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 Abdul Rosyid, Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam. Al-Mashlahah 

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Hlm. 385  
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Kaidah lain menunjukkan: 

F. Metode Penelitian 

Adapun metede penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penilitan kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan 

pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian 

pustaka ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur lainnya yang berkaitan 

dengan tema penelitian seperti membahas tentang pengujian konstitusional, 

teori negara hukum, dan teori maṣ laḥ ah mursalah. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analitik yaitu tipe pengumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan 

analisis dan diberikan kesimpulannya. Penulis mendeskripsikan dan 

menganalisis Penerapan sistem judicial preview di Indonesia dengan 
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 Ibid. 
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menggunakan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan konsep 

Hukum Islam sebagai pisau analitis, kemudian akan diberikan kesimpulannya. 

3. Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan 

pemberlakuan dalam Sistem judicial preview dan penerapannya di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk 

menelaah ketentuan Sistem judicial preview dan penerapannya di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini kemudian dikaji dengan teori 

maṣ laḥ ah mursalah. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Primer, yakni sumber data utama yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang  mengatur 

kewenangan dan kewajiban MK RI yakni UUD 1945 dan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 

2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 

b. Sumber Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu 

menjelaskan data primer berupa semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel, 

dan skripsi. Bahan pendukung yang akan digunakan penyusun dalam 

penelitian ini seperti buku karya Jimly Asshiddiqie yang berjudul 

Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi berjudul “Analisa penerapan Sistem Judicial Preview 

di Indonesia Perspektif Maṣ laḥ ah Mursalah” maka, sistematika penulisan yang 

digunakan dan disusun sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau 

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran 

umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua, berisi gambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang 

berkaitan dengan maṣ laḥ ah mursalah dan negara hukum sebagai metode 

penelitian yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, dan 

mekanisme sistem yang berlaku.  

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep judicial review di Indonesia 

sebagai metode pengujian undang-undang oleh lembaga negara yaitu Mahkamah 

Konstitusi sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia 

yang berprinsip sebagai negara hukum. penyusun juga akan membahas mengenai 

prinsip hak konstitusional dalam negara lain yaitu Prancis dengan sistem 

pengujiannya yang disebut dengan istilah judicial preview.  

Bab keempat, pada bab ini penyusun akan menganalisis mengenai pertanyaan 

besar apakah di Indonesia yang menganut sistem pengujian undang-undang 

dengan judicial review dapat dimungkinkan untuk menggunakan sistem judicial 

preview sebagaimana yang diterapkan oleh konstitusi Prancis ataupun dengan 
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catatan-catatan tertentu perspektif maṣ laḥ ah mursalah. Sehingga dapat 

menyimpulkan sistem yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang birisi kesimpulan yang berisikan 

kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama 

sampai bab empat. Kesimpulan di bab ini akan menjawab masalah-masalah yang 

menjadi latar belakang adanya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahban pertimbangan 

atau bahkan dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ada. Pada bab ini 

dilengkapi juga dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber 

rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam perspektif negara hukum, pengujian konstitusional Indonesia dan 

Perancis mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang sangat 

jelas dapat dilihat pada subjek dan objek pengujian. Indonesia menetapkan 

Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang serta objek pengujiannya 

adalah undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Sedangkan 

pengujian konstitusional Perancis dilakukan oleh Dewan Konstitusi dengan objek 

pengujiannya yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan dan 

diundangkan. Masing-masing dari model pengujian tersebut mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, berdasarkan analisis penulis judicial preview Perancis 

lebih efektif dalam meningkatkan kualitas produk undang-undang. Perancis 

menggunakan prinsip supremasi parlemen dalam pemerintahan sehingga 

kekuasaan tertinggi berada di parlemen. Perancis beranggapan bahwa parlemen 

adalah suara rakyat sehingga supremasi parlemen dijunjung untuk mewujudkan 

demokrasi Perancis. Berbeda dengan Indonesia dengan prinsip supremasi 

konstitusi yang meletakkan konstitusi sebagai tolak ukur pemerintahan. Perbedaan 

tersebut serta kasus-kasus yang banyak menjerat anggota lembaga legislatif 

Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk menerapkan judicial preview 

sebagaimana yang diterapkan di Perancis. 
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Dalam perspektif maṣ laḥ ah mursalah, pengujian undang-undang di Negara 

Perancis dan Negara Indonesia sudah memenuhi aspek maṣ laḥ ah mursalah. 

Pengujian konstitusional oleh dua negara tersebut lebih condong kepada unsur 

kemaslahatan daripada unsur kemadharatannya karena sudah sesuai dengan syarat 

maṣ laḥ ah mursalah yang dapat dijadikan sumber legislasi hukum oleh jumhur 

ulama, yaitu: 

1. Sesuai dengan kemaslahatan yang haqiqi, artinya bahwa pengujian 

konstitusional yang dilakukan baik di Indonesia dan di Perancis dengan 

sistemnya masing-masing merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan 

dengan pemenuhan hak konstitusional.  

2. Memenuhi kemaslahatan umum, artinya bahwa pengujian konstitusional 

judicial review Indonesia dan judicial preview Perancis berdampak kepada 

kemaslahatan umum, sebab permohonan uji dapat diajukan oleh semua 

warga negara dan hasil dari pengujian konstitusional tersebut juga berlaku 

untuk umum. 

3. Judicial review Indonesia dan Judicial preview Perancis tidak 

bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur‟an dan al-

Hadits. Dalam al-Qur‟an dan al-Hadits selalu menetapkan prinsip syura 

(musyawarah) dalam urusan pemerintahan serta menolak kesewenan-

wenangan dan tindakan pribadi. Hal tersebut sudah terkandung dalam 

constitutional review Indonesia dan Perancis, dimana keduanya melakukan 

tahap musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya.  
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B. Saran 

Setelah memahami bagaimana pengujian konstitusional di Indonesia dan 

Perancis perspektif maṣ laḥ ah mursalah, maka penulis mencoba memberikan 

beberapa saran, yaitu: 

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat tetap menjaga marwah sebagai 

salah satu pilar demokrasi Indonesia. Lembaga ini merupakan penghubung 

antara rakyat dengan pemerintah, sehingga perlu ditumbuhkan rasa 

kepercayaan kepada masyarakat dengan perwujudan kinerja yang bagus. 

Kepercayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dengan tidak melakukan 

tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang sekian banyak menjerat 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Perlu dilakukan pengujian konstitusional sebelum rancangan undang-

undang disahkan dan diundangkan. Hal tersebut guna meningkatkan 

produk undang-undang yang baik dan taat terhadap nilai-nilai UUD 1945 

serta mencegah adanya undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional 

oleh Mahkamah Konstitusi. 
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